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ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka penataan unit pelaksana teknis di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan  Organisasi Kementerian  Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
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tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor:
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor
B/3139/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 30 Desember
2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

(1)

(2)

KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang
selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LPPKS adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

LPPKS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan.
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Pasal 2

LPPKS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan
pemberdayaan kepala sekolah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPPKS
menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan program penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan
kepala sekolah;

pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah;

fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi
kepala sekolah;

evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi kepala
sekolah; serta

pelaksanaan urusan administrasi LPPKS.
BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPPKS terdiri atas:

o o o

(1)

(2)

(3)

Kepala;
Subbagian Umum;
Seksi Sistem Informasi;
Seksi Peningkatan Kompetensi;
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan
perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan,
ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPPKS.

Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan
dan pengelolaan sistem informasi mutu dan kompetensi kepala
sekolah.

Seksi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan
penyiapan, peningkatan kompetensi, dan evaluasi peningkatan
kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah.
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